
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

Merumbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unluk Kepentingan 
Umurn sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 
2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa 
dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang luasnya tidal< lebih dari 5 (lima) 
hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang 
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta 
mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan 
Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum agar selaras dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun 
pcdoman pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten 
Cilacap; 

BUPATI CILACAP, 

DENGAN RAHMATTUIIAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL 
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN CJLACAP 

TENT ANG 

~., 
BUPATI ClLACAP 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATl CTLACAP 
NOMOR :-f 71 TAHUN 2019 



3. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 teorang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725}; 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tarrah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3643); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tana.h (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanab Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 I 2 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peratu ran Presiden Nomor 148 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kccmpat Atas Peraturan Presiden 
Nornor 71 Tahun 2012 tcntang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah l{abupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
201 l Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 63); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 134); 



Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I Daera.h adalah Kabupaten Cilacap. 
2 Pemerintah Daerah adelah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara pemerint.ahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap, 
4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah daJam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5 Kantor Pertana.han adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. 
6 Instansi yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

rang mernerlukan tanah. 
7 Dmas adalah Dinas Perumahan. Kawasan Perrnukiman, dan Pertanahan 

Kabupaten Cilacap. 
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
9 Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi 

ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
I 0. Pihak yang berhak adalah pihak yang rnenguasai atau memiliki objek 

pengadaan tanah 
11 Pengadaan Tanah Skala Kecll adalah pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentlngan umum yang dtlaksanakan secara langsung aruara instansi 
yang memerlukan tanah dengan pihak vang berhak yang luasnya lidak lebih 
dari S (hma) hektar 

12. llak atas tanah adalah hak atas tanah sebagarmana dimaksud dalarn Undang­ 
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria 
dan hak lam yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

PER1\TURAN BUPATI TENTANC PEDOMAN PENOADMN TANAH 
SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN 
UMUM DI KABUPATEN CILACAP. 

Menetapka.n . 

J 2. Peraturan Daerah Kabupatc-n Crlacap Nomor 3 Tahun 2017 
tcntnng Pengc-lolaan Bnmng M1hk Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Ctlnenp Tuhun J.O 17 Nomor 1, Tnmbahan Lernbaran 
D11l"rnh Kabupntrn C1lur11p Nomm 1381, 

13 J>cwturnn Dnernh Kabupatcn Crlncnp Nomor 8 Tnhun 2018 
tC'ntnng l'okok Pokok l'cngelolnnn I\C'uangnn Dar-rah (Lombaran 
n11r1·nh 1,nhupaten C1larnp Tnhun 20 I B Nomor 8, Tarnhahan 
Lernbaran Daernh Kabupaten Crlacap Nomor 159), 



Pa!ISI 5 
(1) Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan oleh Dmas. 
(2) Untuk mendukung pela.ksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil, 

Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 4 
(I) S,·uap lm,La111,1 yang mcmcrlukan tanah rnenyusun dokumen perencanaan 

pengadaan tanah skala kecil 

(2J Dalarn rnenyusun dokumcn perencnnaan pengadaan tanah skala kecil 
sebagaimana d1maksud pad a nyn1 (I), lnstansi vang rnernerlukan tan ah 
berkcordinasi dengan ansLani;I 11•rkalt. 

(3) Dokurnen perencanaan pengadaan lannh skala kecu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) duetapkan oleh Instansl yang rnernerlukan tanah sebagaimana 
tercanrum daJam Lampiran l'eraluran Bupati mi 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB JV 
PENYELENGOARAAN PENGAOAAN TANAH SKALA KECIL 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraruran Bupati meliputi : 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan: dan 
c _penyerahan hasil pengadaan tanah skala keciL 

BAB Ill 
RUANO LINOKUP 

Pasal 2 
(l l Maksud duetapkannya Peraturan Bupati ini sebagar pedoman dalam 

Pengadaan Tanah Skala kccil di Kabupaten Cilacap 
(2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupat! ini adalah agar Pengadaan Tanah 

Skala Kec1I dapat dilaksanakan secara efektif', efisicn dan tepat sasaran serra 
terub admuustrasi dalam pclaksanaannya sesuai keteruuan peraruran 
perundang-undangan 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

13 Kepentmgnn urnum adnlnh kr1w111111g1111 b11ng1111, nl'gn111, dnn m,H1}arakat vang 
harus diwujudkan oleh pemermtnh llnn digunnknn !l<·lx·si1r hl''lllmya unruk 
kemnkmuran mk,111 

14 Sos1ahsas1 ndalah prose's komuniknsi dlnlogrs atau musvawnrah ,mtar pihak 
vang berkepenungan guna mencapai k1'11epamRhaman dan kesepakatan dalam 
pengadaan tanah 'lkala kecrl 



untuk kepentingan umum yang 
Daerah, dilaksanakan berdasarkan 

Pengadaan tanah bagi pembangunan 
dilaksanakan oleh Sadan Usaha Milik 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

BAB VI 
KE:TEN'l'UAN LAJN-LAIN 

Pasal 9 

(I) Pendanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bersumber dari APBD. 
(2) Alokasi pendanaan sebagaimana dirnaksud pada ayai {I) terdiri dari biaya 

ganri kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiaian : 
a. pcrcncanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. pcnyerahan hasU; 
d. admanistrasl dan pengclolaan; dan 
e. sosiahsasi. 

BAB V 
PENDANAAN 

Pasal8 
Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 
Skala Kecil di Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 
Peraturan Bupati ini, 

Bagian Keempat 
Petunjuk Teknis 

Pasal 7 
(I) Dines menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk kepenllngan 

umum kepada instansi yang mernerlukan tanah dalarn bentuk dokumen 
pengadaan tanah. 

(2) Penyerahan hasil Pengadaan Tarrah Skala Kecii sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan dengan berita acara scrah terima, 

Bagian Ketiga 
Penyerahan HasJJ 

Pasal6 
(11 Pengaclean Tanah Skala Kccil barus sesuai dengan tata ruang wilayah, 
(2) Pcngedean Tanah Skala Kecil tidak rnemerlu kan penetapan lokasi. 
(3) Penilaien tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Skala Kecil, menggunakan 

hasil penilaian jasa pcnilai, 
(41 Hasil pcnilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar 

musvawarah untuk menetapkan besaran dan bcntuk ganu kerugian. 

(3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tahapan pengadaan tanah skala kecil 
dibantu olch Petugas Pendatann yang dirunjuk oleh l<eLuA Tim Fasilltaei. 



BERJTA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 1 ] 1 

FARID MA'RUF' 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal ~r:p ?')IQ 
SEK IS DAERAH 

UPATEN CILA~~ 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tangga ] l 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupacen Cilacap. 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

BAB VIII 
KETEN1'UAN PENUTUP 

Pasal 11 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. maka kegiatan Perigadaan Tanah 
Skala Kecil yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan aelcsai 

BAB VU 
KETENTUAN PERALIHAN 



II. LINGKUP KEGIATAN 

Lingkup kegiatan pengadaan tanah skala kecil untuk kepenunan umum, 
meliputi · 

B Tujuan Pedoman Pengaclaan Tanah Skala Kecil 
I. Sebagai panduan dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten 

Cilacap. 

2. Pcngadaan Tanah Skala Kecil dapat dilaksanakan secara efektif, elisien 
dao tepat sasaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Presidcn Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraruran 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Unruk Kepentingan Umum, mengamanatkan bahwa 
dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengadaan tanah untuk kepenungan 
umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lime) hektar dapai dilakukan 
langsung oleh lnstansi yang memerlukan tanah dengan pihak vang berhak. 

Pengadaan Tanah Skala Kecil merupakan salah satu fungsi dan 
penyelenggaraan Pernerintahan Daerah unruk ,newujudkan terciptanya 
masyarakat yang adiJ, makmur dan sejahrera bcrdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 
rangka menjamin terselenggaranya bagi pembangunan unruk kepentingan 
umum diperlukan tanab yang pengadaannya mengedepankan prinsip 
kemanusiaan, demokratis, adil, efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

Agar pelaksanaan tahapan kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil 
berjalan lcbih terarah, efektif, efisien dao tepat sasaran serta tertib 
administrasi, ma.ka diperlukan pedoman sebagai peiunjuk pelaksanaan 
Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum yang luasnya l.idak lebih dari 5 (lima) hektar. 

Pt::NDAHULUAN 
A Latar Belakang 

TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN r>AN PENYERAHAN HASU, 
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 

K~:PEN1'1NOAN UMUM DI KABUPATEN CILACAP 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR ,1 1 TAHUN 2019 
TENTANO 
PEDOMAN PENOADAAN TANAH 
SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN 
UNTUK KEPENTJNGAN UMUM 
DI KABUPATEN CILACAP 



B. Pengorganisasian 
l. Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah SkaJa Kecil, yang 

bertugas : 
a. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah; dan 
b. memfasilitasi dan mengendaJikan proses pelaksanaan Pengadaan 

Tanah SkaJa KeciJ. 
2. Susunan Tim Pasilitasi Pengadaan Tanah SkaJa Kecil sebagai berikut: 

a. Penasehat : Sekretaris Daerah 
b. Pengarah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten 

Cilacap 
c. Ketua KepaJa DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap 

A. Perencanaan dan Penganggaran 
I. Setiap lnstansi yang memerJukan tanah menyusun dokumen 

perencanaan pengadaan tanah berkoordinasi dengan instansi terkait. 
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala KeciJ. sekurang­ 

kurangnya memuat : 
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 
b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah: 
c. Letak tanah: 
d. Luas tanah yang ch'butuhkan; 
e. Gambaran umum status tanah; 
f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; 
g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan: 
h. Perkiraan nilai tanah; 
i, Rencana peoganggaran; 
j. Surat pemyataan tanah tidak daJam. sengketa dan jam.inan hak 

tanggungan; 
k. Surat pemyataan penguasaao fisik sporadik; 
I. Surat pcmyataan riwayar tanah dan; 
m. Surat pemyataan pihak yang berhak atas tanah untuk melepaskan 

hak atas tanahnya bagi pembangunan umuk kepentingan umum. 
3. Dokumen perencanaan pengadaan tanah skaJa kecil disampaikao 

kepada Bupati dengan tembusan kepada KepaJa Dinas untuk dilakukan 
verifikasi. 

4. Dokumen perencanaan pengadaao tanah skala kecil yang dinyatakan 
Jengkap dan memenuhi persyaratao, diJaporkan kepada Bupati melaJui 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

5. TAPD memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati sesuai 
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

6. Hasil verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah skaJa kecil 
menjadi dasar aJokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum 
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara (PPAS); 

7. Pengadaan Taoah SkaJa KeciJ dianggarkan daJam Rencana Kerja dan 
Anggaran Satuan Kerja Peraogkat Daerah (RKA-SKPD) yang menjadi 
dasar Penganggaran Belanja Pengadaan Tanah untuk kepcntingan 
umum. 



C. Pelnksanaan 
l. Pengadaan Tnnah Skuln Kccil dilaksnnakan oleh Tim Fasllltasi sctclah 

dianggarkan dalam APBD 
2 Tahapan kegiatan pengadnan tanah 

a Koordmasi dan Scsiatisast dengan pihak-pihak yang berhak 
dan/atau pemangku kepentingan 

b. Pendataan, lnventansasi, dan identifikasi bida.ng tanoh 
Melakukan pendataan tanah, tana.man, 1.>angunan dan benda-benda 
lain di atasnya yang dapat dinilai. 

d. Sekretaris : Kepala Hidang Pt-rlanahnn pada DISPERKJMTA 
Kabupaten Cilacap 

e Anggota Kepala BPPKAD Kabupnten Cilacap, Kepnla 
BAPPELITBANGDA Knhu paten Cilacap, Krpnla Dinas 
rurR Kahupalen Citncap. Kepala Baginn llukum Serda 
Kabupaten Cilacap, Sckrelaris DISPERKIMTA Kabuparen 
Cilacap, Unsur Pejabat pada Dmas terkau, Unsur 
Pejabat clan Pelaksana pada DIS PER Kl MTA, Cam at 
seternpar pada lokasi pengadnnn, Lurah/l<cpala Desn 
setcmpat pada lokasi pengadann. 

3. Gunn mcrnbantu kelancaran pelaksanaan rugas Tim Fasrhtasi, Kerun 
Tim menunjuk Petugas Pendataan, yang mcmpunyal tugas sebagei 
berikut : 
a Melakukan inventarisasi dan ldenuflkasi subyek clan obyek 

pengadaan tanah; 
b. Melakukan pengumpulan data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah, 

yang mellputi : 
l) Nama, pekerjaa.n den alarnat Pihak yang bcrhak; 
2) Nomor Jnduk Kependudukan arau idenutas diri lainnya Pihak 

yang berhak; 
3) Bukti penguasaan dari/utnu pomllikan tanah, bangunan, 

tanarnnn, dan/alau benda yang berkaitan dengan tanah: 
4) Letak tanah, luas tanah dan nomor idcnlifikasi bidang, 
S) Status tanah dan dokumennya; 
6) Jenis penggunaan dan pemanfaatan tannh; 
7) Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau 

benda lain yang berkaitan dengan tanah 
c Melakukan koordinasi dengan instansi rerkait uruuk kelancaran 

Inventertsasi dan ldcmiflkasi Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah, 
cl. Menyampaika.n hasil lnvenrarisasl dan idcntifikasi data Subyek dan 

Obyek Pengadaan Tanah, kepada Ketua Tim Fasilitasi dalam bentuk 
daftar nommatif. 

4, Petugas pendataan terdiri dari : 
a Unsur lnstansi yang membldangi Pertanian Kabupaten Cilacap, 
b Unsur lnstansi yang mernbidangi PUPR Kabupaten Cilacnp, 
c. Unsur lnstansi yang membidangi Perumahan, Kawasan 

Permukirnnn dan Pertanahan Kabupnten Cilucap: 
cl Unsur lnstansi terkait lainnya npabila diperlukan. 



c. Pengukuran 
Pengguna Anggaran/Ketua Tim Fasilitasi/Kuasa Penggu.na 
Anggaran mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah 
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang dilampiri 
data subyek dan obyek pengadaan tanah. 

d. Pengadaan penilaian pu blik 
I) Penilaian objek pengadaan tanah dilakukan oleh Penilai atau 

Penilai Publik, rnelalui proses pengadaan barang/jasa 
sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraruran perundang­ 
undangan tenrang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

2) Penilai atau Penilai Publik melakukan penilaian besamya ganti 
kerugian bidang per bidang tanah objek pengadaan tanah, 
meliputi : 
a) Tanah; 
b) Ruang alas tanah dan bawah t.anah; 
cJ Bangunan; 
d) Tanaman; 
e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 
I) Kerugian lain yang dapat dinilai. 

e. Penilaian Besaran Gariti Kerugian oleb Penilai Publik 
IJ Besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai publik 

dijadikan dasar oleh Tim Fasilitasi dalam musyawarah untuk 
menetapkan besaran den bcntuk ganti kerugian. 

2) Penenruan bcsaran nilai ganr! kerugian tidak lcbih dari besaran 
yang ditetapkan oleh penllai pu blik. 

f. Melakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besaran 
ganti kerugian. 
l) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam 

musyawarah untuk rnenetapkan bentuk dan besaran kerugian, 
maka piha.k yang berhak dapat memberikan kuasa kepada : 
a) Seorang daJam hubungan darah ke alas, ke bawah atau ke 

samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak 
yang berhak berstatus perorangan; 

b) Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran 
dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau 

c) Piha.k yang berhak lainnya. 
2) Piha.k yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada l 

[satu] orang penerima kuasa atas l (satu] atau beberapa bidang 
tanah yang terletak pada l (satu) lokasi. 

3) Dalam hal Pihak yang berhak telah diundang secara patui ridak 
hadir dan tidak memberikan kuasa, Pihak yang berhak dianggap 
menerima hasil musyawarah. 

4) Hasil kesepakatan dalam musyawa.rah menjadi dasar pemberian 
ganti kerugian kepada pihak yang berhak 

5) Hasil kesepakatan besaran nilai ganti kerugian dituangkan 
dalam Serita Acara Musyawa.rah yang ditandatangani oleh pihak 
yang berha.k dan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil. 



g. Pernbayaran Gnnti Kt'rugian; 
1) Pembenan i:anu keruginn dalam bentuk uang. diberikan dalam 

bentuk mata uang rupiah. 
21 Pembenan ganu kerugian dalam benruk uang sebngaimana 

thmaksud pnda hum I) clilakukun oleh perangknt dnerah yung 
rnengelola anggarnn pengadaan tanah dan duransfer kt' rekening 
pshak "'"8 berhak melalui bank vang drrunjuk. 

3) Hasil pernberian gann kerugian dituangkan dalam Betita Aeara 
Pembayaran vang dnandatangaru oleh pihak yang berhak dan 
Tim Fastlitass Pengadaan Skala Kectl. 

h Pelepasan objek pengadaan tanah 
1) Pelepasan hak oleh pihak yang berhak bersarnaan dengan 

pemberian ganti kerugian ranah. 
2) Dalam pelaksanaan pelepasan hak objek Pengadaan Tanah 

Skala Kecil kepada Pemerintah Kabupaten Cilaeap disaksikan 
oleh unsur Perangkat Desa, mstansr yang memerluknn tanah, 
dan dikerahui oleh Tim Fasilitasi Pengadaon Tannh Skala Kecil: 

3) Dinas )&n& mengelola nnggaran Pengadaan Tanah Skala Kccil, 
berhak mena.rik bukti penguasaan atau kepemilikan objek 
pengadaan tanah dari pihak yang berhak. 

41 Dalam pelaksanaan pclcpasan hak, pencnma ganti keruglan 
atau kuasanya wajib : 
a) Menandatangani surat pemyataan pelepasan/penyerahan 

hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan 
dan/atau tanaman dan/atau bcnda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah; 

b) Menandatangani berita acara pelepasan hak; 
c) Menyerahkan bukti asli penguasaan atau kepernilikan objek 

pengadaan tanah; 
dJ Menyerahkan salinan identuas diri atau idenritas kuasanya. 

5) Perubahan atas pelepasan hak atas tanah dicatat dalom buku c 
Desa/Kelurahan. 

Penyernpikatan Tanah 
Ho11il Pengadaan Tarrah Skala Kecil didaftarkan kepada Kcpala 
Kantor Pertanahan Kabupaien Cilacap untuk diserupikatkan atas 
nama Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

J Pen} erahan Hasil 
lJ Kctua Tim F'asilitasi Pengadaan Tanah Slcala Kecil mcnverahkan 

hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan ranah 
dalam bentuk dokurnen pengadaan tanah 

2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil dilakukan 
dengan berua acara serah terima. 

k Penyerahan, pencatatan Asel do.n Penetapan Status Penggunaan 
Barang Mthk Daerah 
l) Penyerahan dan pencatatan aset kepada BPPKAD oleh Dmas. 
2) lnstansi yang memcrlukan tanah mengajukan pcrmohonan 

penetapan status penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan 
kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap. 



I.ACAP. 

Ill PENUTUP 
Pelaksanann PengAclaan Tan ah Ska la l<cr.11 akan bcrjalnn cfektil, cflsien dan 
tepat sasaran serta icrtib aclmlnistrnsl sesuai ketentuan pcraturan perundang· 
undangan apnb,la ada pernn serta clan clulHllll\ll" dari sernua p1hnk bark tlan 
'l'lm Fnsllitasi. lnstansi yang mernerlukan tanah, l),nas/lnstans, rerkau. 
Kecarnatan. Desa/l<olurnhan clan Masyarakat. 

L Pelaksanaan Pembangunan 
lnstansi yang memerlul<an tanah dapat memulal pelaksanaan 
pembangunan setelah Bupaci mcnetapkan status penggunaan 

1anah. 


